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SALINAN 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 11 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MANGGARAI, 
 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai, maka perlu 

memberikan insentif kepada Instansi yang melaksanakan 

pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; 

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf  b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar. 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3841); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4539); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai 

Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai 

Tahun 1988 Nomor  8 Seri C); 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun  

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 

12); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
dan 

BUPATI MANGGARAI 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 
8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 

Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut : 

Di antara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVI A dan di antara 

Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 
BAB XVI A 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
Pasal 22 A 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak diberi insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bupati.  

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. 

  
Ditetapkan di Ruteng 
pada tanggal 26 September 2011 
BUPATI MANGGARAI, 

          TTD 
 CHRISTIAN  ROTOK  

Diundangkan di Ruteng 
pada tanggal 26 September 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 
  TTD 
PAULUS P. BERO,SH.,M.KES 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19531006 198203 1 005 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2011 NOMOR 11 
       Salinan sesuai dengan aslinya 
       Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
       Anselmus Asfal,SH.,M.Si 
       Pembina Tingkat I 
       NIP. 19610903 199203 1 006 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGGARAI NOMOR 8 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

I. UMUM 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberi 

kewenangan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang baru guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah 

yang nyata dan bertanggung jawab. 

Pasar sebagai sarana perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah 

Kebupaten merupakan salah satu upaya ekstensifikasi dan identifikasi sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya 

guna meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai. 

Oleh karena itu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta meningkatkan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten 

Manggarai. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

  Cukup jelas. 
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BUPATI MANGGARAI 

 
 
 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI 

NOMOR: HK/200.d/2011 
 

TENTANG  
 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  

 
BUPATI MANGGARAI, 

 
Menimbang : a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar telah ditetapkan pada tanggal 26 September 

2011, maka perlu segera dilaksanakan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar; 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3841); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4539); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010  Nomor 119, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai 

Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai 

Tahun 1988 Nomor  8 Seri C); 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun  

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 

12); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : 

 

KESATU   : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 

 

KEDUA  : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk 

mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai. 

 

KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Manggarai untuk  : 

a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud; 

b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan 

Daerah dimaksud bila dipandang perlu; dan 

c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai. 
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KEEMPAT   : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau 

kembali. 

 

Ditetapkan di Ruteng 

pada tanggal 26 September 2011                 

 
BUPATI MANGGARAI, 
 
 TTD 
 
CHRISTIAN ROTOK 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n Sekretaris Daerah 
       Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
       Anselmus Asfal,SH.,M.Si 
       Pembina Tingkat I 
       NIP. 19610903 199203 1 006 

 


